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Abstract: Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta merupakan inisiatif 

infrastruktur strategis yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan 

daya saing Indonesia. Meskipun proyek ini menjanjikan banyak manfaat, 

tantangan terkait transparansi, pengelolaan anggaran, dan partisipasi 

masyarakat menjadi isu krusial yang perlu ditangani. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis transparansi 

dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, komunikasi publik, dan partisipasi 

masyarakat dalam proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keterbatasan transparansi dan partisipasi masyarakat 

dapat menghambat keberhasilan proyek serta menimbulkan ketidakpercayaan 

publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan 

keterbukaan, melibatkan masyarakat secara aktif, dan menerapkan mekanisme 

pengawasan yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proyek 

dapat memberikan manfaat yang diharapkan dan mencerminkan prinsip-

prinsip etika administrasi publik yang baik. 
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Pendahuluan 

Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta merupakan salah satu inisiatif infrastruktur 

paling signifikan di Indonesia, dilaksanakan melalui kemitraan strategis antara Indonesia 

dan Tiongkok. Didirikan pada 16 Oktober 2015, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) 

dibentuk oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari PT Pilar 

Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Proyek ini bertujuan 

untuk mengurangi waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung, yang diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat 

global. Dengan kecepatan operasional mencapai 350 km/jam, kereta cepat ini tidak hanya 

diharapkan mampu merevolusi pola transportasi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai 

simbol modernisasi infrastruktur nasional. KCIC berperan sebagai operator Whoosh dan 

diakui sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden Nomor 

3 Tahun 2016. Meskipun proyek ini menjanjikan banyak manfaat, kompleksitas dan skala 

besar pelaksanaannya menghadirkan berbagai tantangan, termasuk pengelolaan anggaran, 

dampak sosial, serta kebutuhan akan pengawasan yang efektif. Pada 2 Oktober 2023, 

Presiden Joko Widodo meresmikan Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta, 

menandai selesainya pembangunan proyek ini dan memperkenalkan nama baru yang 
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mencerminkan efisiensi dan kehandalan layanan transportasi di Indonesia. Setelah 

peresmiannya, Whoosh menawarkan perjalanan gratis kepada masyarakat melalui program 

Whoosh Experience, sebelum resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023 (Fatiqa, 

2024a). 

Dalam konteks administrasi publik, transparansi menjadi elemen krusial yang 

menentukan keberhasilan proyek-proyek infrastruktur besar. Transparansi mencakup 

akses publik terhadap informasi yang relevan, serta akuntabilitas dalam pengambilan 

keputusan dan pengelolaan sumber daya. Prinsip ini sangat penting untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mencegah potensi konflik atau 

penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, analisis terhadap transparansi dalam 

proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi sejauh 

mana proyek ini sesuai dengan prinsip etika administrasi public (Salim, 2024). 

Elahi (2009) menegaskan bahwa konsep good governance, yang didefinisikan oleh 

UNDP, mencakup empat pilar utama: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan 

responsivitas. Pilar-pilar ini dianggap esensial dalam mencapai tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan. Meskipun terdapat berbagai upaya untuk mempromosikan good governance, 

sering kali hasil yang dicapai dianggap tidak memuaskan. Hal ini dapat disebabkan oleh 

ketidakpuasan dalam implementasi yang mengaburkan sifat politik mendasar dari tata 

kelola, serta menciptakan kebingungan antara negara dan pemerintah. Sejak tahun 1990-an, 

good governance telah menjadi tema sentral dalam kebijakan pembangunan yang diusung 

oleh lembaga donor bilateral dan supranasional, dengan UNDP sebagai pelopor dalam 

diskursus ini. Meskipun investasi dan upaya signifikan telah dilakukan untuk 

mempromosikan good governance, kemajuan yang teramati sering kali lambat. Elahi 

mengkritisi bahwa mendefinisikan governance hanya sebagai proses dapat mengalihkan 

perhatian dari akar penyebab tantangan governance itu sendiri (Subhani, 2023). 

Braun Dietmar & Guston David H (2003) menjelaskan bahwa dalam hubungan ini, 

"principal" sering kali terdiri dari lembaga pemerintah atau pendanaan, sementara "agent" 

adalah peneliti atau institusi yang melaksanakan penelitian tersebut. Mereka menyoroti 

tantangan utama yang muncul akibat asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan, 

yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Dengan 

demikian, pemahaman yang mendalam tentang interaksi ini tidak hanya dapat 

meningkatkan efektivitas kebijakan penelitian, tetapi juga mendorong akuntabilitas melalui 

mekanisme insentif dan evaluasi yang tepat. 

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan menganalisis transparansi dalam proyek Kereta Cepat Bandung-

Jakarta. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik etika administrasi publik dalam 

konteks pembangunan infrastruktur, serta menyarankan langkah-langkah perbaikan yang 

diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proyek-

proyek serupa di masa depan. 
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Metodologi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada 

analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel, termasuk laporan 

resmi pemerintah, artikel jurnal ilmiah, dan berita dari media terpercaya. Tujuan utama 

penelitian adalah mengeksplorasi etika administrasi publik dalam konteks pembangunan 

infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dengan penekanan pada transparansi dalam 

perencanaan, pengelolaan anggaran, komunikasi publik, dan partisipasi masyarakat. 

Sumber data yang dianalisis mencakup dokumen kebijakan pemerintah, hasil audit publik, 

serta laporan dan publikasi akademik yang relevan (Oktarina, 2023). 

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan dan mengintegrasikan data dari 

berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Metode ini 

memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan isu terkait etika administrasi publik, 

serta memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam 

implementasi proyek infrastruktur. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat 

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman praktik etis dalam administrasi 

publik, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan. 

Hasil and Pembahasan 

1. Transparansi dalam Perencanaan Proyek 

Transparansi dalam perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 

menjadi isu sentral yang memengaruhi kepercayaan publik. Menurut penelitian oleh Dina 

et al. (2021), informasi yang disediakan kepada masyarakat sering kali tidak mencakup 

detail penting mengenai biaya, waktu pelaksanaan, dan risiko yang terkait. Keterbatasan 

akses informasi ini menciptakan kesan bahwa pemerintah berupaya menutupi aspek-aspek 

tertentu dari proyek, yang dapat menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat. Dalam 

konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip keterbukaan, di mana 

setiap tahapan perencanaan dapat diakses dan dipahami oleh public (Widodo, 2023). 

Selain itu, Yamin & Windymadaksa (2017), menekankan bahwa perencanaan yang 

transparan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga berkontribusi 

pada pengawasan yang lebih efektif. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi 

yang jelas dan komprehensif, mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif dan 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan menghasilkan proyek 

yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengurangi potensi konflik di 

masa depan. 

2. Pengelolaan Anggaran 

Pengelolaan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan utama 

dalam analisis transparansi, terutama terkait dengan penggunaan dana publik. Laporan 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipublikasikan di Detik Finance(2023) 

menunjukkan adanya indikasi pemborosan dan ketidakefisienan dalam pengeluaran 

anggaran proyek. Beberapa pengeluaran yang tidak terencana dan tidak terduga telah 

menyebabkan pembengkakan biaya, yang berpotensi membebani keuangan negara dalam 

jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat 
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dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan 

efisien. 

Nursalsabila et al.(2024) juga mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam 

pengelolaan anggaran dapat memicu masalah serius, termasuk keterlambatan dalam 

penyelesaian proyek. Ketika anggaran tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat 

menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek, yang pada gilirannya berdampak 

pada manfaat yang diharapkan dari proyek tersebut. Oleh karena itu, penting untuk 

memiliki sistem akuntabilitas yang jelas dan transparan dalam pengelolaan anggaran untuk 

memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada public (Fan, 

2024). 

3. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik yang efektif sangat penting untuk menjaga transparansi dalam 

proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namun, laporan dari Tempo (2022), menunjukkan 

bahwa banyak masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai 

kemajuan proyek. Ketidakpuasan ini muncul karena informasi yang disampaikan oleh 

pemerintah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam hal 

ini, strategi komunikasi yang lebih inklusif dan responsif sangat diperlukan untuk 

menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat (Fatiqa, 2024b). 

Yurianto & Kadri Trihono (2020) menekankan bahwa komunikasi yang jelas dan 

terbuka dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan 

publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka mengenai kemajuan proyek, 

pemerintah dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap 

keberhasilan proyek. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk 

mengembangkan saluran komunikasi yang efektif dan memanfaatkan teknologi informasi 

untuk menyebarkan informasi secara luas. 

4. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tampaknya 

masih minim, yang dapat menghambat keberhasilan proyek secara keseluruhan. Farizki, 

(2016) mencatat bahwa masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan 

keputusan, meskipun proyek ini berdampak langsung pada kehidupan mereka. 

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sangat penting untuk 

memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi kebutuhan lokal dan mendapatkan 

dukungan dari komunitas. Tanpa partisipasi yang signifikan, proyek berisiko menghadapi 

resistensi dari masyarakat yang merasa diabaikan. 

Nurjannah & Suyatno (2024) juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak 

hanya meningkatkan legitimasi proyek, tetapi juga dapat mengidentifikasi potensi masalah 

sejak dini. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan konsultasi, pemerintah dapat 

mengumpulkan masukan yang berharga yang dapat meningkatkan desain dan 

pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, menciptakan mekanisme yang memungkinkan 

partisipasi masyarakat secara aktif dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sangat 

penting untuk mencapai hasil yang lebih baik dan mengurangi konflik sosial. 
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5. Dampak Ketidaktransparanan 

Ketidaktransparanan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat berdampak 

negatif pada berbagai aspek, termasuk lingkungan dan sosial. Pada berita yang ditulis oleh 

Nugraha (2016), menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam proses AMDAL 

(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi 

manusia dan dampak lingkungan yang merugikan. Ketidakjelasan dalam informasi yang 

disampaikan kepada masyarakat dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang 

risiko yang mungkin timbul dari proyek, sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat 

dan lingkungan. 

Selain itu, berita lainnya juga yang ditulis oleh Arifianto (2023) mengindikasikan 

bahwa ketidaktransparanan dapat mengakibatkan meningkatnya konflik sosial terkait 

proyek, yang berpotensi menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur yang sangat 

dibutuhkan. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan informasi 

yang cukup, mereka mungkin akan mengekspresikan ketidakpuasan melalui protes atau 

aksi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi 

dan komunikasi untuk mencegah potensi konflik dan memastikan bahwa proyek dapat 

dilaksanakan dengan lancar.. 

Simpulan 

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan inisiatif penting yang 

bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di Indonesia. Namun, analisis 

mengenai transparansi dalam proyek ini menunjukkan sejumlah tantangan yang harus 

diatasi untuk memastikan keberhasilan dan penerimaan publik. Keterbatasan dalam 

transparansi perencanaan, pengelolaan anggaran yang kurang efisien, serta komunikasi 

publik yang tidak memadai telah menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat yang minim dalam setiap tahap proyek juga menjadi faktor 

yang menghambat legitimasi dan dukungan terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Selain itu, dampak ketidaktransparanan tidak hanya berpotensi merugikan keuangan 

negara, tetapi juga dapat menyebabkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan 

keterbukaan, melibatkan masyarakat secara aktif, dan menerapkan mekanisme 

pengawasan yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung dapat dilaksanakan dengan lebih baik, memberikan manfaat yang diharapkan, 

dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Sehingga dengan adanya 

peningkatan transparansi dan partisipasi, diharapkan proyek ini tidak hanya menjadi 

simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etika 

administrasi publik yang baik. 
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